SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1)
huruf d dan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo

Tahun Anggaran 2015;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5239);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa
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kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan
penyelenggaran Pemerintah Daerah pada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
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Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) Sebagaimana telah diubah dengan
peraturan pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah, Penganggaran Pertanggungjawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 /PMK.07/2008
tentang penggunaan dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi
Hasil Cukai Tembakau;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5
Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005
Seri A Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5
Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2005 seri A Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2
Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Seri E Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4
Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri E
Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17
Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006
Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6
Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Pendirian
Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008
Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2015.



Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa
laporan keuangan memuat :

Laporan realisasi anggaran;

Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

Neraca;

Laporan operasional;

Laporan arus kas;

Laporan perubahan ekuitas;

Catatan atas laporan keuangan

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan
usaha milik daerah/perusahaan daerah.

@00 o

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan........................ Rp. 1.520.359.975.571,47

b. Belanja......c.cococveviviiinnann.n. Rp. 1.480.028.872.078,88
Surplus/defisit.................. Rp. 40.331.103.492,59

c. Pembiayaan

—  Penerimaan........................ Rp. 152.083.497.465,00

—  Pengeluaran....................... Rp. 1.237.235.080,61
Pembiayaan Netto............... Rp. 150.846.262.384,39

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan
sejumlah Rp. (14.398.863.707,21) dengan rincian
sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan
Setelah Perubahan......... Rp. 1.534.758.839.278,68
2.RealisaSi...ccccevviiiinnnnn... Rp. 1.520.359.975.571.,47
Selisih Lebih/(Kurang)... Rp. (14.398.863.707,21)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. (205.782.898.293,59) dengan rincian sebagai
berikut:

1. Anggaran Belanja
Setelah Perubahan......... Rp. 1.685.811.770.372,47
2. Realisasi.....cccocveveininnnnnn. Rp. 1.480.028.872.078,88

Selisih Lebih/(Kurang)... Rp. (205.782.898.293,59)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit
sejumlah Rp. 191.384.034.586,38 dengan rincian
sebagai berikut :

1. Anggaran Surplus/Defisit

Setelah Perubahan............ Rp. (151.052.931.093,79)
2. Realisasi.........ccevevnenennnn. Rp. 40.331.103.492,59

Selisih Lebih/(Kurang)... Rp. 191.384.034.586,38



d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan
pembiayaan sejumlah Rp. 480.566.371,21 dengan
rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan

Pembiayaan Setelah

Perubahan..................... Rp. 151.602.931.093,79
2. Realisasi......cccocvvvvnnnnnn.. Rp. 152.083.497.465,00

Selisih Lebih/(Kurang)... Rp. 480.566.371,21

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran
pembiayaan sejumlah Rp. 687.235.080,61 dengan
rincian sebagai berikut :

1. Anggaran  Pengeluaran

Pembiayaan Setelah

Perubahan..................... Rp. 550.000.000,00
2. Realisasi......cccoovvvvviiiinnnn. Rp. 1.237.235.080,61

Selisih Lebih/(kurang)... Rp. 687.235.080,61

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto
sejumlah Rp (206.668.709,40) dengan rincian sebagai
berikut :

1. Anggaran  Pembiayaan

Netto Setelah
Perubahan..................... Rp. 151.052.931.093,79
2. Realisasi....cccoveeeviiiiiiiini.. Rp. 150.846.262.384,39
Selisih Lebih/(kurang..... Rp. (206.668.709,40)
Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal... Rp. 128.956.511.627,98
b. Penggunaan SAL sebagai

Penerimaan Pembiayaan

Tahun Berjalan.................... Rp. (128.956.511.627,98)

Subtotal......cccoeeviiiiiiiinnn.. Rp. 0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan

Anggaran (SILPA/SIKPA)............. Rp. 191.177.365.876,98
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan

Tahun Sebelumnya..................... Rp. 0,00
e. Lain-lain...........cccoovevivininenen.. Rp. 0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir....... Rp. 191.177.365.876,98

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per
31 Desember Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 2.878.656.196.995,80

b. Jumlah Kewajiban Rp. 6.740.160.767,23

c. Jumlah Ekuitas Rp. 2.871.916.036.228,57
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 huruf d sebagai berikut :
a. Pendapatan..............c........... Rp. 1.528.105.573.955,56



b. Beban......c..ccooiiiiii Rp. 1.253.283.179.678,31

Surplus/defisit dari

operasional...........ccceeieiianen. Rp. 274.822.394.277,25
c. Surplus/defisit dari kegiatan

non-operasional................... Rp. 584.622,10

Surplus/defisit sebelum pos

luar biasa.....c.ccoovveiiiiiiann. Rp. 274.822.978.899,35
d. Posluar biasa.........c.ccceenenene. Rp. 0,00
e. Surplus/defisit LO................ Rp. 274.822.978.899,35

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Rp. 128.956.511.627,98
2015

b. Arus kas dari aktivitas Rp. 380.860.745.349,22
operasi Pemkab....................

c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. (340.549.303.356,63)
aset non keuangan.....................

d. Arus kas dari aktivitas Rp. 21.889.750.756,41
pembiayaan.........c.ceeeenennnn.

e. Arus kas dari aktivitas non Rp. 0.00
ANZEATAN . euneneeneeneneenennennennen

f. Saldo akhir kas di Kas Daerah... Rp. 179.382.007.292,25

g. Saldo akhir di Bendahara Rp. 19.661.500,00
Penerimaan SKPD...............

h. Saldo akhir di Bendahara Rp. 0.00
Pengeluaran SKPD............

i. Saldo akhir kas lainnya....... Rp. 11.775.697.084,73

j- Saldo akhir kas 31
Desember 2015................. Rp. 191.177.365.876,98

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 huruf f sebagai berikut :

a. Ekuitas awal.................... Rp. 3.279.873.145.434,34
b. Surplus/Defisit LO............... Rp. 274.822.978.899,35
c. Dampak Kumulatif

perubahan kebijakan

kesalahan mendasar............ Rp (682.780.117.255,15)
d. Ekuitas Akhir..........c....c.oeee. Rp. 2.871.916.007.078,54

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.



Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I :Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;

Lampiran [.2 :Rincian laporan realisasi anggaran

menurut pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Lampiran .3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran .4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per
jabatan

Lampiran 1.6 : Daftar piutang daerah;

Lampiran 1.7 : Daftar penyertaan modal (investasi)
daerah;

Lampiran [.8 : Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran 1.9 : Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset lainnya;

Lampiran 1.10: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampaikan akhir tahun
dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya (DPA-L);

Lampiran I.11: Daftar dana cadangan daerah;

Lampiran 1.12: Daftar pinjaman dan obligasi daerah;

b. Lampiran II : Neraca;

c. Lampiran III :Laporan Arus Kas;

d. Lampiran IV :Laporan Operasional,;

e. Lampiran V :Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;

f. Lampiran VI :Laporan perubahan ekuitas;

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;

h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan

Usaha Milik Daerah.
Pasal 11

Lampiran keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2) yaitu ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam
Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
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Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 13 September 2016

BUPATI SITUBONDO,
ttd
DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 13 September 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,
ttd
SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR:

Wuai dengan Aslinya,
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